BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagaimana dalam pembahasan diatas, maka penulis menarik

kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa hilangnya sifat kekhususan tindak pidana korupsi (tipikor).
Sebagaimana yang perlu diketahui bahwa meleburnya pasal tipikor ke dalam
KUHP justru akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi.
Sehingga korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary
crime). Padahal kejahatan korupsi kerap menggunakan modus operandi yang
kompleks, berkembang, dan dampaknya dapat merugikan masyarakat.
Sepatutnya ketentuan yang mengaturnya tindak pidana korupsi juga bersifat
kontemporer, dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan kejahatan di
masyarakat. Oleh sebab itu bagi apparat anggota legislative perlu diadakan
peninjauan kembali untuk merevisi adanya undang-undang yang bermasalah
dalam perkara tindak pidana korupsi yang tertuang di UU Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP;

2. Duplikasi pasal pada tindak pidana utama (core crimes) yang diatur dalam Pasal
603 KUHP baru yang merupakan bentuk serupa Pasal 2 UU Tipikor.
Permasalahannya Pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman
minimal pidana penjara/badan yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun dan
denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Meski ada

beberapa pasal yang menaikkan minimum pidana badan seperti dalam Pasal 604 yang

merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU Tipikor, dari I tahun pidana penjara menjadi

96



minimal 2 tahun. Namun hal ini tentu tidak sepadan dengan subjek yang diatur dalam
pasal ini yakni bagi para pejabat publik atau penyelenggara negara. Persoalan ini
semakin diperparah dengan disahkannya UU Permasyarakatan bagi terpidana kasus
korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat tanpa harus melunasi
pidana tambahan denda dan uang penggantiserta tidak harus menjadi justice
collaborator. Bahwa dalam hal ini bagi aparat penegak hukum atau pelaksana hukum
untuk bersikap adil dalam memutuskan perkara tanpa adanya pandang bulu dan tanpa

memperjual belikan pasal- pasal tersebut.

. Saran

Agar dalam pelaksanaannya tidak hanya secara legal formal namun
harus memperhatikan faktor yang berkembang di masyarakat, sehingga benar-
benar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama
semua pihak, diharapkan KUHP baru dapat menjadi instrumen yang efektif
dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan
penegakan hukum di Indonesia.

Sebagaimana dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat
maka sesegera mungkin aparatur pemerintah khususnya anggota legislative agar
diadakan peninjauan kembali atau revisi pada pasal-pasal yang menguntungkan

para koruptor.
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